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ABSTRAK 

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan dan Pasal 3 ayat (1) Perda Kota Padang Nomor 5 Tahun 2012 

tentang TDUP secara jelas menyatakan bahwa pengusaha pariwisata wajib 

mendaftarkan usaha pariwisatanya kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah 

Daerah. Namun, berdasarkan fakta dilapangan ditemukan bahwa 3 (tiga) dari 

pelaku usaha jasa angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung 

Selatan Kota Padang belum memiliki TDUP dan hal itu diperkuat juga melalui 

hasil wawancara dengan DPMPTSP, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota 

Padang bahwasanya belum ada pelaku usaha yang memiliki TDUP di wilayah 

tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu pertama bagaimana pelaksanaan wajib TDUP terhadap 

angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota Padang 

dan kedua bagaimana tindak lanjut terhadap usaha jasa angkutan laut domestik 

wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk Kabung Selatan Kota 

Padang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik 

pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: 1). Bentuk pelaksanaan wajib 

TDUP terhadap angkutan laut domestik wisata di Kelurahan Teluk Kabung 

Selatan Kota Padang tidak berjalan sebagaimana mestinya karena belum ada sama 

sekali TDUP yang dimiliki pelaku usaha tersebut. 2). Tindak lanjut terhadap jasa 

angkutan laut domestik wisata yang tidak memiliki TDUP di Kelurahan Teluk 

Kabung Selatan Kota Padang juga tidak ada diberikan sanksi administratif oleh 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dan juga DPMPTSP Kota 

Padang.  
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